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VAKSINASI RABIES
DRIVE THRU GRATIS

Petugas Satpol membantu war-
ga pemilik hewan saat kegiatan 
vaksinasi rabies drive thru gratis 
di halaman Kantor Wali Kota 
Jakarta Timur, Selasa (28/9). 
Kegiatan yang diselenggarakan 
Sudin Ketahanan Pangan, Ke-
lautan, dan Pertanian (KPKP) 
Jakarta Timur dalam rangka Hari 
Rabies Sedunia dalam upaya 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang memiliki he-
wan peliharaan agar terjamin ke-
sehatannya bebas dari penyakit 
rabies dengan target 200 hewan 
selama dua hari pelaksanaan se-
jak 27-28 September 2021.

7% Warga Jakarta Masih 
Buang Air Besar Sembarangan
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sum-
ber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta 
dan berkolaborasi dengan PD PAL Jaya 
terus melaksanakan program revitalisasi 
tangki septik rumah tangga sebagai 
upaya peningkatan sarana dan prasarana 
pengelolaan air limbah di Jakarta.

JAKARTA (IM) - Data 
Dinas Kesehatan Provinsi 
DKI Jakarta Tahun 2021 me-
nyebut, sekitar 7% atau sekitar 
770.000 warga di Jakarta di-
identifi kasi masih Buang Air 
Besar Sembarangan (BABS).

Untuk mengatasi per-
masalahan tersebut, Pem-
prov DKI Jakarta melalui 
Dinas Sumber Daya Air (SDA) 
Provinsi DKI Jakarta dan 
berkolaborasi dengan PD 
PAL Jaya terus melaksanakan 
program revitalisasi tangki 
septik rumah tangga sebagai 
upaya peningkatan sarana 
dan prasarana pengelolaan air 
limbah di Jakarta. Selain itu, 
program revitalisasi tangki 
septik ini dalam rangka upaya 
pemenuhan hak atas sanitasi 
layak untuk masyarakat.

Kepala Dinas SDA Provin-
si DKI Jakarta, Yusmada Faizal 
mengatakan untuk optimalisasi 
dan percepatan, Pemprov DKI 
Jakarta memberikan bantuan 

prasarana pengelolaan limbah 
domestik melalui program 
subsidi revitalisasi tangki septik 
sejak 2020 hingga 2022. Sub-
sidi ini diberikan ke masyarakat 
melalui PD PAL Jaya, BUMD 
penyedia prasarana pengelo-
laan air limbah dometik. Sub-
sidi ini diadakan sebagai upaya 
pemenuhan hak atas sanitasi 
layak untuk masyarakat.

“Penerima subsidi juga 
diprioritaskan pada lokasi yang 
membutuhkan penanganan 
segera seperti, belum memi-
liki tangki septik atau masih 
Buang Air Besar Sembarangan 
(BABS), memiliki tangki septik 
namun tidak kedap, bermukim 
di daerah yang terkena rob, 
bermukim di daerah dengan 
muka air tanah tinggi, ber-
mukim di daerah dengan air 
tanah yang tercemar bakteri E. 
coli dengan Total Coliform di 
atas 3.000 per 100 ml air atau 
bermukim di daerah rentan 
penyakit diare,” ujar Yusmada 

di Jakarta, Selasa (28/9)
Karena itu, kegiatan re-

vitalisasi tangki septik rumah 
tangga ini ditujukan untuk 
mempercepat peningkatan 
layanan sistem setempat, me-
ningkatkan cakupan layanan 
pengelolaan air limbah di DKI 
Jakarta, serta meningkatkan 
kesehatan masyarakat di DKI 
Jakarta melalui perbaikan 
prasarana sanitasi.

 “Melihat kondisi tersebut, 
perlu adanya upaya pening-
katan sarana dan prasarana 
pengelolaan air limbah. Salah 
satu yang bisa dilakukan adalah 
revitalisasi tangki septik rumah 
tangga. Standar tangki septik 
yang dibuat juga harus baik 
dan benar seperti, tangki septik 
harus dibuat kedap air, dan 
perlu memiliki lubang kontrol, 
ventilasi, pipa masuk-keluar, 
serta harus dikuras isinya un-
tuk dibuang dengan truk tinja 
secara reguler atau rutin,” un-
gkap dia.

“Kami berharap, program 
ini bisa meningkatkan kenya-
manan dan kesehatan masyara-
kat Jakarta karena air limbah 
yang dihasilkan akan diolah 
di dalam tangki septik standar 
sebelum dibuang ke badan air 
seperti saluran atau sungai,” 
pungkas dia menambahkan.

Perlu diketahui, estimasi 
nilai pekerjaan untuk menye-
diakan dan memasang tangki 
septik di rumah warga adalah 
sebesar Rp 10 juta per Kepala 

Keluarga (KK) dalam 1 (satu) 
rumah yang lebih dari 90% 
nya ditanggung oleh Pemprov 
DKI Jakarta melalui subsidi, 
sisanya dibayarkan warga ke 
PD PAL Jaya.

Target revitalisasi adalah 
mengganti atau memasang 
tangki septik lebih dari 5000 
titik hingga akhir 2022. Pada 

tahun 2020, sebanyak 434 titik 
di wilayah di Jakarta Selatan 
dan Jakarta Timur. Sementara 
pada 2021, tangki septik telah 
terpasang sebanyak 583 titik di 
Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, 
dan Jakarta Timur dengan tar-
get penerima manfaat seban-
yak 2.000 KK di akhir tahun 
2021.  yan

JAKARTA (IM) - Viani 
Limardi akan menuntut Par-
tai Solidaritas Indonesia (PSI) 
terkait pemecatan dan tudu-
han penggelembungan dana 
reses DPRD DKI Jakarta. 
Viani menegaskan tuduhan 
penggelembungan dana reses 
adalah fi tnah.

“Kali ini saya tidak akan 
tinggal diam dan saya akan 
melawan dan menggugat PSI 
sebesar Rp 1 triliun”, kata 
Viani dalam keterangannya, 
di Jakarta, Selasa (28/9).

Viani menampik isi su-
rat keterangan PAW untuk 
dirinya, yang menerangkan 
jika pelanggaran penggelem-
bungan dana itu terjadi di 
Maret 2021 silam. Menurut 
dia, dari total nilai reses seki-
tar Rp 302 juta itu, memang 
telah diantisipasi untuk 16 
titik reses.

“Itu fi tnah yang sangat 
busuk dan bertujuan mem-
bunuh karakter saya” ujar 
Viani dalam keterangannya di 
Jakarta, Selasa (28/9).

Secara khusus, kata dia, 
16 titik reses itu juga telah 

diselesaikan seluruhnya. Bah-
kan, disebut dia ada sisa dari 
dana reses sekitar Rp 70 juta 
yang akhirnya dikembalikan 
ke DPRD DKI.

“Dan tidak hanya pada 
Maret 2021 saja, hampir di 
setiap kali masa reses, saya 
mengembalikan sisa angga-
ran reses yang tidak terpakai. 
Silakan dicek ke DPRD dan 
BPK. Lalu di mana peng-
gelembungannya?” keluhnya.

Sebagai informasi, pem-
ecatan itu dituangkan PSI 
dalam SK DPP PSI Nomor 
513/SK/DPP/2021 tentang 
Sanksi Pemberhentian Sela-
manya sebagai Anggota PSI 
terhadap Viani Limardi.

Sejauh ini, Viani selaku 
mantan kader dari PSI itu 
memang kerap membuat ber-
bagai kontroversi. 12 Agustus 
silam, dia mempertanyakan 
kebijakan ganjil-genap di 
DKI dan berdebat dengan 
polisi. Hal itu mendapat soro-
tan publik. Alhasil, warganet 
yang geram dengan ulahnya 
langsung menyerbu akun Ins-
tagram @ms.tionghoa.  yan

Merasa Difi tnah, Viani Bakal 
Tuntut PSI Rp1 Triliun

JAKARTA (IM) - Ketua 
DPRD DKI, Prasetyo Edi 
Marsudi menyayangkan si-
kap tujuh fraksi DPRD serta 
empat Wakil Ketua DPRD 
yang secara keras menolak 
adanya rapat paripurna in-
terpelasi Formula E. Padahal, 
rapat paripurna interpelasi 
Formula E telah ditetapkan 
dalam rapat Badan Musy-
awarah DPRD. 

Adapun ketujuh fraksi 
menolak rapat paripurna 
karena menganggap pem-
bahasan interpelasi awalnya 
tak masuk dalam undangan 
agenda Bamus. Ketujuh fraksi, 
yakni Partai Gerindra, Golkar, 
NasDem, Demokrat, PKS, 
PAN, dan PPP-PKB. Prasetyo 
menyebut mestinya penolakan 
tersebut diwujudkan dalam 
rapat paripurna.

“Bamus ini forumnya 
paripurna di dalam rapat pari-
purna. Nanti itu istilahnya 
kuorum atau tidak kuorum, 
terjadi di paripurna. Jangan 
dibuat kayak parlemen jala-
nan,” ungkap Pras, Selasa 
(28/9). 

Sebelumnya, tujuh fraksi 
DPRD DKI menyatakan 
sikap menolak untuk meng-
hadiri rapat paripurna penen-
tuan interpelasi Formula 
E yang rencananya digelar 
Selasa (28/9). Wakil Ketua 
DPRD DKI dari fraksi Ger-
indra, Mohamad Taufi k me-
nyatakan ketujuh faksi tak 
akan hadir dalam rapat pari-
purna karena agenda tersebut 
dianggap ilegal. 

 
Punya Niat Baik 

Sementara Wakil Gu-
bernur DKI Jakarta, Ahmad 
Riza Patria kembali mengajak 
anggota DPRD DKI untuk 
menyikapi secara bijak ren-

cana program dan masalah di 
Jakarta termasuk penyeleng-
garaan Formula E pada Juni 
2022 mendatang.

Riza menegaskan bahwa 
Pemprov DKI mempunyai 
niat baik dalam menyeleng-
garakan balap mobil listrik 
tersebut.

Hal ini disampaikan Riza 
terkait polemik rencana rapat 
paripurna interpelasi For-
mula E, Selasa (28/9). Jadwal 
rapat paripurna tersebut telah 
ditetapkan oleh Ketua DPRD 
DKI Prasetio Edi dalam rapat 
Bamus hari ini. Sementara 4 
wakil ketua DPRD dan tujuh 
fraksi DPRD DKI selain 
PDIP dan PSI menilai agenda 
tersebut merupakan agenda 
ilegal dan seludupan. 

“Tentu kami berharap ya 
semua teman-teman, mari 
kita sikapi berbagai masalah 
di Jakarta ini termasuk For-
mula E secara bijak, pemer-
intah provinsi melaksanakan 
Formula E punya tujuan dan 
niat yang baik,” ujar Riza 
di Balai Kota DKI Jakarta, 
Senin (27/9) kemarin.

Apalagi, kata Riza, peny-
elenggaraan Formula E ini 
telah diperiksa oleh BPK den-
gan hasil tidak adanya temuan 
kerugian negara atau potensi 
kerugian negara. BPK, kata 
dia juga tidak merekomen-
dasikan untuk membatalkan 
atau menunda pelaksanaan 
Formula E.

“Kami tetap menghor-
mati teman-teman yang ti-
dak sependapat, tidak setuju 
dengan berbagai alasan itulah 
hak teman-teman, namun 
alangkah baiknya semua 
didiskusikan dan dibahas 
bersama-sama secara baik 
untuk mencari solusi yang 
baik,” imbuh Riza.  yan

Ketua DPRD DKI: Jangan
Buat Parlemen Jalanan

Hanya PDIP dan PSI yang Hadiri 
Paripurna Interpelasi Anies

JAKARTA (IM) - Rapat 
paripurna tentang interpelasi 
terhadap Gubernur DKI Ja-
karta, Anies Baswedan, ter-
kait ajang Formula E, tidak 
memenuhi jumlah minimum 
anggota hadir atau kuorum. 
Hanya Fraksi PDIP dan PSI 
saya yang hadir dalam rapat 
yang digelar pada Selasa (28/9).

Meskidemikian, Ketua 
DPRD DKI Jakarta, Prasetio 
Edi Marsudi, memutuskan 
bahwa Rapat Paripurna Interp-
elasi Formula E tetap berlang-
sung, meskipun tak memenuhi 
kuorum. Dari kuorum 53 
orang, rapat ini hanya dihadiri 
oleh 31 anggota Dewan, terdiri 
dari 25 anggota Fraksi PDI-P 
dan 6 anggota Fraksi PSI, 
dua partai yang selama ini 
menggaungkan isu interpelasi 
Formula E.

Berdasarkan pantauan  dari 
ruang Paripurna DPRD DKI 
Jakarta, hanya anggota fraksi 
PDIP dan PSI yang hadir. 
Bahkan, tidak semua anggota 
fraksi PSI yang hadir, termasuk 
Viani yang baru saja dipecat 
oleh PSI beberapa waktu se-
belumnya. 

Dalam rapat tersebut, ada 
33 anggota DPRD dari dua 
fraksi yang hadir. Di antaranya 
25 anggota fraksi PDIP dan 
enam plus satu anggota PSI 
yang hadir melalui video kon-
ferensi. Tak tampak satupun 
anggota dewan dari fraksi 
lainnya.

Diketahui, selama sidang 
berlangsung sejak pukul 10.00 
WIB, proses sempat diskors 
selama satu jam. Hal itu, 
karena Ketua DPRD DKI 
Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, 
menemukan anggota tidak 
memenuhi kuota minimal 
untuk melakukan paripurna.

Ditemui terpisah, Ketua 
fraksi PKS DPRD DKI Ja-
karta, Achmad Yani, menegas-
kan jika rapat paripurna kali 
ini tidak berhubungan den-
gan kuorum. Sebaliknya, dia 
menuding jika rapat yang tidak 
mendapat paraf  dari pimpinan 
fraksi lain itu sebenarnya telah 
menyalahi aturan.

“Berarti dengan kata lain 
rapat tersebut ilegal. Apapun 

keputusannya tidak sah,” tegas 
Yani saat ditemui di DPRD, 
Selasa (28/9).

Sebelumnya, Wakil Ketua 
DPRD DKI Jakarta, M Taufi k, 
menggandeng tujuh fraksi pe-
nolak hak interpelasi terhadap 
Gubernur DKI Jakarta, Anies 
Rasyid Baswedan. Dalam ba-
hasan di konferensi pers, Senin 
(27/9) itu, mereka kompak 
menyebut jika agenda rapat 
paripurna terkait interpelasi 
Anies adalah agenda colongan.

“Agenda badan musy-
awarah (Bamus) tadi sebetul-
nya membahas tujuh kegiatan 
di luar rapat paripurna interp-
elasi, tiba-tiba ketua (Prasetyo) 
memasukkan (interpelasi) itu,” 
kata Taufi k, dalam konpers di 
Jakarta, Senin (27/9). 

Dia menyebut, jika meru-
juk pada mekanisme dan tatib 
DPRD DKI, setiap agenda 
kegiatan yang hendak dibahas 
di badan musyawarah, ha-
rus dibuat undangan. Bahkan, 
dalam setiap undangan, kata 
dia, minimal ada paraf  DPRD 
di undangan tersebut. 

“Itu amanat dari pasal 80 
ayat 3 tatib kita,” ucapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya 
menyebut jika rapat Bamus 
yang menetapkan rapat pari-
purna soal interpelasi, adalah 
ilegal. Dengan adanya dugaan 
tersebut, kata dia, ditakutkan 
hasil produksi ke depannya 
juga menjadi ilegal.

Sementara itu, penasihat 
Fraksi PKS DPRD DKI Ja-
karta, Abdurrahman Suhaimi, 
mengatakan, pihak dia di fraksi 
sepakat dengan penjelasan 
Taufik. Pasalnya, fraksinya 
memandang jika semua proses 
yang ada di DPRD harus ses-
uai dengan prosedur yang ada.

“Tiba-tiba dimasukkan 
agenda baru tanpa persetujuan 
kita maka itu adalah penikun-
gan terhadap agenda yang 
disepakati,” jelasnya.

Hal tersebut juga ditegas-
kan oleh Ketua Fraksi PKS, 
Achmad Yani. Menurut dia, 
apa yang terjadi saat Bamus 
di DPRD Senin (27/9) tidak 
sesuai. Khususnya, setelah ada 
pembahasan agenda tujuh poin 
sebelumnya, yang tiba-tiba di-
sisipi oleh agenda interpelasi 
yang telah disepakati tidak ada 
di rapat tersebut oleh semua 
pimpinan.

“Buktinya pimpinan tidak 
melakukan paraf. Kita me-
mahami bahwa telah terjadi 
pelanggaran tatib,” tuturnya. 

Lebih jauh, Wakil Ketua 
DPRD DKI dari Fraksi De-
mokrat, Misan Samsuri, men-
egaskan, apa yang dilakukan 
Ketua DPRD Prasetyo sangat 
melanggar aturan. Bahkan, ke-
tika aturan itu justru dibuatnya 
sendiri. “Bersama teman-teman, 
pelanggaran ini akan dibawa 
ke BK. Biar masyarakat tahu 
bahwa ada hal yang tidak baik 
yang dilakukan oleh DPRD 
DKI,” ungkapnya.  yan

JADI WILAYAH PALING PADAT PENDUDUK DI JAKBAR

Kelurahan Kapuk akan Dimekarkan
JAKARTA (IM) - Kelu-

rahan Kapuk, Cengkareng, 
Jakarta Barat, akan dime-
karkan. Wakil Wali Kota 
Jakarta Barat, Yani Wahyu 
Purwoko mengatakan bahwa 
pemekaran dimaksudkan agar 
pelayanan bagi masyarakat 
jadi lebih optimal. 

Pasalnya,  Kelurahan 
Kapuk, kata Yani, meru-
pakan kelurahan paling padat 
penduduk di Jakarta Barat. 
“Untuk apa ada pemekaran? 
Dalam rangka pelayanan 
masyarakat yang lebih opti-
mal lagi,” kata Yani kepada 
wartawan, Selasa (28/9). 

Menurut Camat Ceng-
kareng, Ahmad Faqih, pen-

duduk di Kelurahan Kapuk 
mencapai 180.000 orang. 

“Untuk Kelurahan Ka-
puk itu luasnya lebih kurang 
800 hektar ya. Ini adalah kelu-
rahan paling luas se-Provinsi 
DKI Jakarta dengan jum-
lah penduduk lebih kurang 
180.000,” ujar Faqih. 

Dijelaskan Yani, rencana 
pemekaran kini tengah dalam 
kajian.

“Sudah dilakukan pengk-
ajian oleh Biro Pemerintahan 
DKI Jakarta atas usul DPRD 
legislatif  dan lembaga ekse-
kutif  telah dilakukan peng-
kajian. Nah, kita menunggu 
hasil pengkajian,” jelas Yani. 
 yan

Cegah Banjir, Pemkot Depok 
Normalisasi Sejumlah Situ

DEPOK (IM) - Dinas 
Pekerjaan Umum dan Pena-
taan Ruang (DPUPR) Kota 
Depok melakukan normalisasi 
sejumlah situ sebagai upaya 
pencegahan banjir. 

Plt Kepala DPUPR Kota 
Depok, Citra Indah Yulianty 
menyebutkan, ada tiga situ 
yang menjadi prioritas un-
tuk dinormalisasi. “Yaitu Situ 
Jatijajar, Situ Bojongsari, dan 
Situ Pengarengan. Ketiganya 
akan mendapat penanganan 
serius dari kami, mengingat 
sedimen lumpurnya sudah 

cukup tinggi,” ujar Citra Indah 
Yulianty, dikutip dalam situs 
Pemkot Depok, Selasa (28/9).

Untuk memaksimalkan 
pengerjaan, pihaknya juga 
mengerahkan sejumlah alat 
berat, yakni excavator, doosan 
excavator, amphibi, menzi, 
spider mini, truxor. Selain tiga 
situ tersebut, pihak DUPR 
Kota Depok juga menormal-
isasi saluran air hingga Sungai 
Ciliwung. 

“Kami juga melakukan 
normalisasi pada Situ Tu-
juh Muara, Sungai Ciliwung-

Katulampa depan PT YKK, 
saluran air di Bedahan dalam 
acara TMMD, serta pengeru-
kan kolam resapan di Studio 
Alam TVRI,” katanya. 

Citra berharap dengan di-
lakukan normalisasi sejumlah 
titik penampungan air, bisa 
memaksimalkan antisipasi 
potensi banjir di Kota Depok. 
“Mudah-mudahan situ yang 
telah kami normalisasi bisa 
maksimal dalam penyerapan 
air. Apalagi saat ini sudah 
masuk musim penghujan,” 
tutupnya.  yan

PENAWARAN UMUM
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi 
bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL 
(“REKSA DANA”)  dengan rincian sebagai berikut : 

1. REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 7 yang telah 
memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-978/
PM.21/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Penawaran Umum dilakukan sampai 
dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit 
Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai 
Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada masa penawaran.

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan 
Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer 
Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi 
(jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.    

Jakarta, 29 September 2021  
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital

“INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL 
WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN 
UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU 
TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT SYAILENDRA CAPITAL 
TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN 
PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI 
OTORITAS JASA KEUANGAN”.

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang 
Saham PT. AKSARA ASIA TEKNIKA, pada tanggal 23 
September 2021, Nomor 31, para pemegang saham 
Perseroan Terbatas PT. AKSARA ASIA TEKNIKA, 
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut 
“Perseroan”), telah membubarkan Perseroan.
Semua kreditur dan/atau para pihak yang memiliki 
tagihan terhadap Perseroan dapat menyampaikan 

yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari 
terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kepada 
Likuidator Perseroan berikut ini:

Tuan RIVALDI MANDALA SATRIA, beralamat di 
Gedung Menara Imperium Lt. 12X Suite B, 

Jakarta Selatan
Demikian pengumuman ini disampaikan guna 

undangan.
Jakarta, 29 September 2021

PT. AKSARA ASIA TEKNIKA (dalam likuidasi)
Ttd

Likuidator

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang 
Saham PT. INDONESIA DIGITAL SOLUSINDO, pada 
tanggal 23 September 2021, Nomor 30, para 
pemegang saham Perseroan Terbatas PT. INDONESIA 
DIGITAL SOLUSINDO, berkedudukan di Jakarta 
Utara (selanjutnya disebut “Perseroan”), telah 
membubarkan Perseroan.
Semua kreditur dan/atau para pihak yang memiliki 
tagihan terhadap Perseroan dapat menyampaikan 

yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari 
terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kepada 
Likuidator Perseroan berikut ini:

Nona ASMAH AULIA NINGSIH, beralamat di 
Kokan Permata Blok A No. 2, Jl. Boulevard Bukit 

Gading Raya, Kelapa   Gading Barat, Kelapa Gading, 
Jakarta Utara

Demikian pengumuman ini disampaikan guna 

undangan.
Jakarta, 29 September 2021

PT. INDONESIA DIGITAL SOLUSINDO (dalam likuidasi)
Ttd

Likuidator

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang 
Saham PT. DIGITAL KARYA BANGSA, pada tanggal 27 
September 2021, Nomor 32, para pemegang saham 
Perseroan Terbatas PT. DIGITAL KARYA BANGSA, 
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut 
“Perseroan”), telah membubarkan Perseroan.
Semua kreditur dan/atau para pihak yang memiliki 
tagihan terhadap Perseroan dapat menyampaikan 

yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari 
terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kepada 
Likuidator Perseroan berikut ini:

Tuan RIVAL ADITYA, beralamat di 
Gedung Menara Imperium Lt. 12 Suite B,

Jakarta Selatan
Demikian pengumuman ini disampaikan guna 

undangan.
Jakarta, 29 September 2021

PT. DIGITAL KARYA BANGSA (dalam likuidasi)
Ttd

Likuidator

 
(“Perseroan”),  DG Projects Gmbh dan  
Deutsche Industrieanlagen GmbH (“Pembeli”) 
dengan ini mengumumkan bahwa Pembeli 
merencanakan untuk mengambil  al ih 
seluruh saham yang dimiliki oleh Ferrostaal 
Gmbh dan Bernd Ahlmann dalam Perseroan 
yang merupakan 100% dari seluruh modal 
yang ditempatkan dan disetor penuh dalam 
Perseroan.
 
P e n g a l i h a n  s a h a m  d i  a t a s  a d a l a h  
pengambi la l ihan  saham yang  te lah  
dikeluarkan oleh Perseroan langsung dari 
pemegang saham sebagaimana diatur 
dalam Pasal 125 (1) Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(“UUPT”). 

Pengumuman ini dibuat dalam rangka 
memenuhi ketentuan Pasal 21 (2) Anggaran 
Dasar Perseroan.

Jakarta, 29 September 2021

2. DG Projects GmbH
3. Deutsche Industrieanlagen GmbH

The Board of Directors of PT Ferrostaal 
Company”), DG Projects 

Gmbh and Deutsche Industrieanlagen 
GmbH (“Buyer”) hereby announce that the 
Buyer propose to acquire majority shares 
owned by Ferrostaal Gmbh and Bernd 
Ahlmann in the Company being 100% of the 
total number of issued and paid up shares of 
the Company. 

 

125 (1) of Law Number 40 of 2007 on 
Limited Liability Companies (“Company 
Law”).

This announcement is made pursuant to 

Jakarta, 29 September 2021
1. B o a r d  o f  D i r e c t o rs  P T  F e r ro s t a a l   

2. DG Projects GmbH
3. Deutsche Industrieanlagen GmbH

ANNOUNCEMENTPENGUMUMAN
Direksi PT Ferrostaal Indonesia (“Perseroan”), 
D G  P r o j e c t s  G m b h  d a n   D e u t s c h e  
Industrieanlagen GmbH (“Pembeli”) dengan 
i n i  m e n g u m u m k a n  b a h w a  P e m b e l i  
merencanakan untuk mengambil al ih 
seluruh saham yang dimiliki oleh Ferrostaal 
Gmbh dan Ferrostaal Industrial Project 
GmbH dalam Perseroan yang merupakan 
100% dari seluruh modal yang ditempatkan 
dan disetor penuh dalam Perseroan.
 
P e n g a l i h a n  s a h a m  d i  a t a s  a d a l a h  
p e n ga m b i l a l i h a n  s a h a m  ya n g  te l a h  
dikeluarkan oleh Perseroan langsung dari 
pemegang saham sebagaimana diatur 
dalam Pasal 125 (1) Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(“UUPT”). 

Pengumuman ini dibuat dalam rangka 
memenuhi ketentuan Pasal 21 (2) Anggaran 
Dasar Perseroan.

Jakarta, 29 September 2021
1. Direksi PT Ferrostaal Indonesia
2. DG Projects GmbH
3. Deutsche Industrieanlagen GmbH

The Board of Directors of PT Ferrostaal 
Indonesia (“Company”), DG Projects Gmbh 
and Deutsche Industrieanlagen GmbH 
(“Buyer”) hereby announce that the Buyer 
propose to acquire majority shares owned 
b y  Fe r ro sta a l  G m b h  a n d  Fe r ro sta a l  
Industrial Project GmbH in the Company 
being 100% of the total number of issued 
and paid up shares of the Company.
 

 
an  
directly through the shareholder pursuant 

on Limited Liability Companies (“Company 
Law”).

This announcement is made pursuant to 

Jakarta, 29 September 2021
1. Board of Directors PT Ferrostaal Indonesia
2. DG Projects GmbH
3. Deutsche Industrieanlagen GmbH

ANNOUNCEMENTPENGUMUMAN


